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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Wakaf sebagai bentuk ibadah yang bersifat sosial dilakukan 

dengan cara memisahkan sebagian harta dan melembagakan untuk 

selama-lamanya atau sementara waktu untuk kepentingan peribadatan 

atau kepentingan lainnya sesuai dengan hukum Islam yang pahalanya 

terus mengalir kepada yang mewakafkan (wa>qif), meskipun ia telah 

meninggal. 

Wakaf yang berarti menahan adalah menahan suatu benda yang 

kekal zatnya, yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan di jalan 

kebaikan.
1
 Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat 

bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah:  

حَبْسُ مَالٍ يُُْكِنُ الِإنتِْفَاعُ بِوِ مَعَ بِقَاءِعَيْنِوِ بِقَّطْعِ التَّصَرُّفِ فِِ رَقَ بَتِوِ عَلَى مُصَرِّفِ مُبَاحٍ 
 مَْ ُ ْ  ٍ 

Artinya: ‚Penahanan harta yang memungkinkan untuk 

dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda yang 

memutuskan (memotong) tas}arruf (penggolongan) dalam 

penjagaan atas mus}arrif (pengelola) yang diperbolehkan  
adanya.‛

2
 

 

 

 

 

                                                             
1 Al-Kabbisi, Muhammad Abid Abdullah, Hukum Wakaf: kontemporer pertama dan terlengkap 
tentang fungsi dan pengelolaan wakaf serta penyelesaian atas Sengketa Wakaf, (Jakarta: Dompet 

Dhuafa Republik dan Ilman, 2004), 37. 
2 Al-Syarbini Muhammad al-Khatib, Al-‘Iqna Fi Hall Al-Alfadz Abi Syuza, (indonesia: dar al-

ihyal al-kutub), 319. 
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Rasulullah Saw bersabda: 

ُ َ ا قَالَ  أَصَابَ عَُ رَ أرًَْ ا بِِيَْبَ رَ فَأتََى النَّبَِّ صَلَّى ااُ عَلَيْوِ : عَنْ ابنِ عَُ رَ رَِ   ااُ عَن ْ
َ ا فَ قَالَ   اَرَُ ْ لَ ااِ إِنِِّّْ أَصَبَتْتُ أرًَْ ا بِِيَْبَ رَ لََْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ ىَُ  : َ َ لََّ  َ ْ تَأْمُرُ فِي ْ

إِنْ شِئْتَ , فَ قَالَ لَوُ رَُ ْ لُ ااِ صَلَّى ااُ عَلَيْوِ َ َ لَّ َ . أنَْ فَسُ عِنِْ ْ  مِنْوُ فََ ا تأَْمُرُنِّ بِوِ 
َ  ِ اَ عَُ رُ  قْتَ ِ اَ فَ تَصَ َّ قَالَ . أنَ ََّ ا لاتَُ بَاعُ َ لاتَُ ْ ىَبُ َ لاتَُ ْ رَثُ ,  حَبَْ تَ أَصْلََ ا َ تَصَ َّ

بِيْلِ َ الضَّيْفِ  َ  ِ اَ فِ الفُقَراَءِ َ فِ القُرْبََ َ فِ الرَّقَابِ َ فِ َ بِيْلِ ااِ َ ابنِ ال َّ َ تَصَ َّ
رَ مُتََ  َّلِ  َعْرُْ فِ َ  طُْعُِ  غَي ْ

َ ا باِلد  (ر اه م ل )لَاُ نَاحَ عَلَى مَنْ َ ليِ َُّ ا أنَْ  أَْكُلَ مِن ْ
Artinya: ‚Dari Ibnu Umar ra., berkata, bahwa sahabat Umar ra,. 

Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap 

kepada Rasulullah Saw untuk memohon petunjuk. Umar 

berkata: Ya Rasulullah Saw, saya mendapatkan sebidang tanah 

di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, 

maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah 

Saw menjawab: bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah 

itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar 

melakukan s}adaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak 

pula diwariskan. Ibnu Umar berkata: Umar menyedekahkan 

kepada orang-orang faqir, kaum kerabat, budak belian, 

sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Tidak dilarang bagi yang 

menguasai tanah wakaf itu, (pengurusnya) makan dari hasilnya 

dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak 

bermaksud menumpuk harta‛ (HR. Muslim). 
3 

Seseorang memiliki banyak cara untuk beramal salah satunya 

yaitu berinfak di jalan Allah SWT dengan harta kesayangannya secara 

ikhlas disertai dengan niat yang baik.
4
 Dalam Al-qur’an Al-Hajj-77 

bunyinya: 

رَ لَعَلَّكُْ  تُ فْلِحُْ نَ  عَلُ االْخيَ ْ ( ٧٧:الحج)َ أفَ ْ
Artinya: ‚Berbuatlah kamu akan kebaikan agar kamu dapat 

kemenangan‛
5
 

 

                                                             
3 Al-Hafidz Dzaqiyuddin Abdul Adzim Bin Abdul Qawi Al-Mundziri, Ringkasan Shahih Muslim, 

Pipih Imran Nurtsani dan Fitri Nur Hayati (Insan Kamil: Surakarta, 2012). 491. 
4 Mushthafa ahmad al-maraghi, tafsir al-maraghi, jilid 3, (Semarang: Toha Putra, 1993),  361.  
5 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: RajaGrafindo, 2014), 241. 
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Islam juga berkehendak untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat dengan turut berpartisipasi dalam berbagai problem sosial 

kemasyarakatan. Wakaf juga mempunyai jalinan hubungan antara 

kehidupan spiritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat muslim. 

Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi 

kehidupan wakaf di akhirat. Sedangkan dalam fungsi sosial wakaf 

merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan. Rasulullah 

Saw bersabda: 

إِذَا مَاتَ ابنِ أََ مَ إنِْ قَطَعَ عَنْوُ عََ لُوُ إِلاَّ : عَن أأ ىُرَ ْ رةََ أنََّ النَِّ  صَلَّى ااُ عَلَيْوِ َ َ لََّ  قَالَ 
ر اه الج اع الااّلبخار   ابن ) صَالٍِ   َْ عُْ لَوُ  أَْ َ لَ ٍ  أَْ  عِلٍْ   ُ نْتَ فَعُ بِوِ  صََ قٍَ  َ ارِ َ ٍ : َ َ  َ ٍ 
 (ما و

  Artinya: ‚Dari Abu Hurairata: ‚sesungguhnya Nabi Saw telah 

bersabda, ‚apabila sesorang meninggal dunia, terputuslah 

amalnya (tidak bertambah lagi amalnya), kecuali tiga 

perkara: (1) sedekah (wakaf), (2) ilmu yang bermanfaat 

(baik dengan jalan mengajar atau jalan karang-mengarang 

dan sebagainya), (3) anak yang saleh yang mendoakan ibu 

bapaknya‛ (riwayat jamaah ahli hadith, selain Bukhari 

dan Ibnu Majah).
6
 

 

Dari hadith di atas, berwakaf bukan hanya seperti sedekah biasa, 

tetapi lebih besar pahalanya dan manfaatnya terhadap diri yang 

mewakafkan tersebut, karena pahala wakaf tersebut terus-menerus 

mengalir. Juga terhadap masyarakat, dapat menjadi jalan untuk 

kemajuan yang seluas-luasnya dan dapat menghambat arus kerusakan.
7
 

                                                             
6
 Nailul Authar, Mu’ammal Hamidy, Imron A.M, Umar Fanany, B.A, 5 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 

2001), 2000 
7 Rasjid Sulaiman, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar  Baru Algensindo, 2013),  341. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 
 

 

Wakaf juga sebagai usaha pembentukan watak kepribadian 

seorang muslim untuk melepaskan sebagian hartanya untuk 

kepentingan orang lain, juga merupakan investasi pembangunan yang 

bernilai tinggi tanpa memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan 

materi bagi orang yang mewakafkan. Dijelaskan dalam Al-Qur’an surat 

Al-Imran-92: 

( ۹۲:ال ع ران )لَنْ تَ نَالُ االْبَِّ حَتََّّ تُ نْفِقُْ امَِّا تُُِبُّ نَ 
Artinya: ‚Akan mencapai kebaikan bila kamu meneyedekahkan 

apa yang masih kamu cintai‛.
8
 

 

Peranan wakaf dalam pemerataan kesejahteraan di kalangan 

umat dan penanggulangan kemiskinan termasuk di antara sekian 

sasaran wakaf dalam ajaran Islam. Dengan demikian jika wakaf dikelola 

dengan baik tentu sangat menunjang pembangunan, baik di bidang 

ekonomi, agama, sosial budaya, politik maupun pertahanan keamanan. 

Seperti diketahui di Indonesia hampir semua tempat ibadah umat Islam 

merupakan tanah wakaf. Bahkan banyak sarana pendidikan, rumah sakit 

dan sarana kepentingan umum lainnya merupakan tanah wakaf. Jika 

tanah wakaf tersebut tidak dikelola dengan baik akan banyak 

menimbulkan permasalahan-permasalahan, yang pada akhirnya tanah 

wakaf akan digunakan untuk kepentingan umam dan disalahgunakan 

untuk memperkaya diri sendiri. 

                                                             
8 Suhendi Hendi, fiqh muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 241. 
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Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

Tentang: Peraturan Dasar Pokok Agraria Dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, masyarakat 

masih banyak yang melakukan perwakafan secara lisan atas dasar saling 

percaya kepada seseorang atau kepada suatu lembaga, karena menurut 

masyarakat mewakafkan harta benda adalah sebagai amal yang 

mempunyai nilai mulia tanpa harus melalui prosedur administrasi, dan 

masyarakat menganggap harta wakaf adalah milik Allah SWT yang 

mana siapapun tidak akan berani untuk mengganggu gugat tanah 

tersebut. 

Akan tetapi dengan seiringnya zaman berjalan banyak sengketa-

sengketa tentang tanah wakaf yang diminta kembali oleh wa>qif atau 

ahli warisnya dikarenakan tanah wakaf tersebut tidak pasti akan status 

hukumnya, apabila tidak terdapat Undang-undang yang mengatur maka 

masyarakat akan menjadi resah, apabila diberlakukan Undang-undang 

maka perkara gugatan tentang wakaf pun menjadi sedikit dan 

kelangsungan wakaf menjadi terjamin. 

Mewakafkan tanah milik sebetulnya sudah sah setelah wa>qif 

selesai mengucapkan Ikrar wakaf kepada orang yang bertugas 

mengelola tanah wakaf (nadzir) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar 

Wakaf (PPAIW) dan di saksikan oleh dua orang saksi. Namun demikian 

untuk urusan administrasi dan hukum pertanahan keabsahannya itu 

belum sempurna, artinya belum bisa memperoleh kepastian dan 
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perlindungan hukum apabila perwakafan tersebut tidak sampai 

diterbitkannya Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar 

Wakaf (PPAIW) di Kantor Urusan Agama (KUA) dan sertifikat tanah 

wakaf oleh Kepala Kantor Pertanahan. 

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 

Tentang: Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, telah 

disebutkan bahwa pihak yang mewakafkan tanahnya harus 

mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir di 

hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagaimana di 

maksud oleh pasal 9 ayat (2) yang kemudian dituangkan ke dalam 

bentuk Akta Ikrar Wakaf, dengan di saksikan dua orang saksi
9
. Dengan 

adanya Undang-undang tersebut maka wa>qif untuk datang ke Pejabat 

Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan Ikrar Wakaf. 

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 32 disebutkan juga 

bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama nadzir 

mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang 

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Akta Ikrar Wakaf ditanda 

tangani.
10

 

Dengan adanya Undang-undang tentang wakaf diharapkan tanah 

wakaf dapat diterbitkannya Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat 

                                                             
9 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik Pasal 5 Ayat 

(1), 130. 
10 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, 15-16. 
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Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kantor Urusan Agama (KUA) dan 

sertifikat tanah wakaf oleh Kepala Kantor Pertanahan, untuk 

mengurangi sengketa wakaf. Akan tetapi kekuatan hukum sertifikat 

hak atas tanah sebagai tanda bukti hak atas tanah, pembuktiannya tidak 

bersifat mutlak karena masih dapat dilumpuhkan oleh alat bukti lain 

yang dapat membuktikan sebaliknya. 

Untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, dilaksanakan 

Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang 

meliputi: 

1. Pengukuran, perpetakan, dan pembukuan tanah; 

2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan perolehan hak-hak tersebut; 

3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak (sertifikat) yang berlaku 

sebagai alat pembukti yang kuat.
11

 

Disebutkan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997, pendaftaran tanah di Indonesia bertujuan untuk: 

1. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

pemegang hak atas tanah suatu bidang tanah; 

2. Menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan; 

3. Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 

Ada empat masalah pokok yang melatarbelakangi terbitnya 

sertifikat palsu. Pertama, kesalahan memahami, mengenal dan 

                                                             
11 Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan, Cetakan Pertama, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002), 

137. 
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menerapkan posisi kasus terbitnya sertifikat palsu. Kedua, masalah 

tersebut diperkuat dengan ketidakpahaman tentang lembaga hak milik 

atas tanah, atau lembaga peralihan hak atas tanah, mengabaikan dan 

membiarkan terjadinya salah urus peralihan hak milik atas tanah serta 

mengabaikan titik taut dalam lembaga hukum dan tata hukum. Ketiga, 

terjadi tindakan melegalkan dokumen mutasi cacat hukum, pembuatan 

akta peralihan hak yang tidak dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT). Keempat, sistem administrasi pertanahan yang tidak 

baik, sehingga tidak mampu mencegah lahirnya sertifikat palsu.
12

 

Adapun sertifikat ganda, yaitu sebidang tanah mempunyai lebih 

dari satu sertifikat, terjadi tumpang tindih seluruhnya atau sebagian. 

Sertifikat ganda terjadi karena sertifikat tersebut tidak dipetakan dalam 

peta pendaftaran tanah atau peta situasi daerah tersebut. Apabila terjadi 

sertifikat ganda, maka harus ada pembatalan dari salah satu pihak 

dengan memeriksa dokumen pendukung. Akan tetapi sertifikat ganda 

harus dilihat kasusnya, karena bisa disebabkan berbagai hal, apakah 

digandakan oleh pihak luar atau karena sudah terbit diterbitkan lagi.
13

 

Jadi, walaupun tanah wakaf tersebut sudah mempunyai Akta 

Ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf akan tetapi masih banyak 

sengketa wakaf yang digugat. Seperti halnya yang terjadi di Pondok 

Salafiyah al-Mu’min di Cantel Kabupaten Sragen yang mana Imam 

Masngudi menyuruh seseorang untuk mencari tanah kosong, dan 

                                                             
12

 Andrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 10. 
13 Ibid. 
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mendapatkan tanah kosong di daerah Cantel Kabupaten Sragen, lalu 

Imam Masngudi mewakafkan tanah tersebut dan menyuruh untuk di 

bangun pondok pesantren. Lalu terbitlah Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat 

Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan sertifikat tanah wakaf oleh 

Kepala Kantor Pertanahan. lalu Masngudi meninggal dan setelah itu, 

Ruqayah sebagai istri dari Masngudi membuat pertemuan yang dihadiri 

oleh anak-anak dari  Ruqayah dan penanggung jawab Pondok Salafiyah 

al-Mu’min Cantel Kabupaten Sragen dan di pertemuan tersebut 

Ruqayah berpesan kepada anak-anaknya untuk tidak meng-otak-atik 

tanah yang pernah diwakafkan oleh Masmudi, lalu Ruqayah meninggal. 

Sekitar satu setengah tahun setelah kematian Ruqayah, anak-anak dari  

Ruqayah meminta tanah wakaf yang pernah diwakafkan oleh Masngudi 

dengan alasan tanah tersebut tidak pernah diwakafkan dan dengan 

menunjukkan sertifikat fotocopy bahwa tanah tersebut belum 

diwakafkan. Akan tetapi Pondok Salafiyah al-Mu’min juga mempunyai 

sertifikat asli bahwa tanah tersebut telah diwakafkan untuk dijadikan 

pesantren. Masalahnya juga nadzir dari tanah wakaf tersebut hanya 

tinggal satu orang yang mana nadzir yang lainnya telah meninggal, dan 

nadzir tersebut merasa tidak pernah dijadikan nadzir dari tanah wakaf 

tersebut.
14

 

Dari sengketa tersebut penulis merasa tertarik untuk meneliti 

tentang sengketa tersebut. Sehingga dapat mengetahui bagaimana status 

                                                             
14 Evi Fediarti, Wawancara, Sragen, 15 September 2014. 
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tanah wakaf tersebut serta alasan yang melatarbelakangi permasalahan 

tentang sengketa sertifikasi tanah wakaf di Cantel Kabupaten Sragen. 

Untuk itulah penulis akan membahas lebih lanjut dalam skripsi yang 

berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Sertifikat Tanah  Wakaf 

(Studi Kasus Pondok Salafiyah al-Mu’min di Cantel Kabupaten 

Sragen).‛ 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi 

beberapa permasalahan yang ada, antara lain: 

1. Pengertian Wakaf dan sertifikat wakaf. 

2. Kekuatan sertifikat dalam penyelesaian sengketa. 

3. Penyelesaian sengketa sertifikat wakaf. 

4. Analisis terhadap sengketa sertifikat tanah wakaf Pondok Salafiyah 

al-Mu’min Cantel Kabupaten Sragen. 

Dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk 

memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi 

pada masalah-masalah berikut ini: 

1. Pengertian wakaf dan sertifikat. 

2. Kekuatan sertifikat dalam menyelesaikan sengketa. 

3. Status tanah wakaf yang memiliki sertifikat ganda. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, selanjutnya penulis 

akan merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana sengketa sertifikat tanah wakaf Pondok Salafiyah al-

Mu’min di Cantel Kabupaten Sragen ? 

2. Bagaimana analisis Yuridis terhadap sengketa sertifikat tanah 

wakaf Pondok Salafiyah al-Mu’min di Cantel Kabupaten Sragen ? 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan suatu instrumen untuk menarik 

perbedaan yang mendasar antara penelitian yang dilakukan dengan 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk mengetahui 

validitas penelitian, maka dalam kajian pustaka ini penulis akan uraikan 

beberapa skripsi yang membahas tentang sengketa sertifikat wakaf. 

Adapun skripsi tersebut adalah : 

Skripsi yang disusun oleh Qudsiyah yang berjudul Studi 

Analisis Is}bat Wakaf Terhadap Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat 

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.
15

 Skripsi ini 

menjelaskan tentang proses pelaksanaan is|}bat wakaf di Pengadilan 

Agama meliputi 4 tahap yaitu pengajuan permohonan, pemeriksaan, 

pembuktian serta penetapan is}bat wakaf, dan merupakan upaya yang 

                                                             
15 Qudsiyah, ‚Studi Analisis Isbat Wakaf Terhadap Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat 

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004‛  ( Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 

59. 
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dilakukan untuk menjustifikasi perbuatan masa lalu. Ketika tanah 

wakaf memiliki status yang tidak jelas dan wa>qif juga sudah meninggal, 

maka is}bat wakaf dapat menjadi solusi untuk memberikan penetapan 

terhadap status tanah wakaf. Is}bat tanah wakaf tersebut dapat menjadi 

acuan bagi badan pertanahan untuk menertibkan sertifikat tanah wakaf. 

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 pasal 9 

dijelaskan bahwa perwakafan harus dilakukan secara tertulis, tidak 

cukup hanya dengan ikrar lisan saja, tujuannya adalah memperoleh 

bukti otentik. Kesimpulan hasil analisis is}bat wakaf menurut Undang-

undang Nomor 41 Tahun 2004 juga termasuk kewenangan Pengadilan 

Agama dalam menangani masalah-masalah tanah wakaf yang belum 

bersertifikat, yakni harta wakaf wajib didaftarkan dan diumumkan. 

Skripsi yang disusun oleh Ahmad Sahal yang berjudul Sertifikat 

Tanah Wakaf (Studi kasus di Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora).
16

 

Skripsi ini menjelaskan tentang Bagaimana pelaksaanaan sertifikasi 

tanah wakaf di Kecamatan Banjarejo, faktor-faktor apa yang 

melatarbelakangi rendahnya sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan 

Banjarejo Kabupaten Blora dan status hukum tanah wakaf yang belum 

bersertifikat di Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. Tujuan yang 

dicapai dalam penelitian tersebut adalah untuk mengetahui prosedur 

perwakafan menurut masyarakat Desa Kecamatan Banjarejo Kabupaten 

Blora, mengetahui faktor yang melatarbelakangi masyarakat Kecamatan 

                                                             
16 Ahmad Sahal, ‚Sertifikat Tanah Wakaf (Studi Kasusu Di Kecamatan Banjarejo Kabupaten 

Blora)‛  (Skripsi --  IAIN Walisongo, Semarang,  2011),  58. 
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Banjarejo belum mensertifikatkan tanah wakaf. Untuk mengetahui status 

hukum tanah wakaf yang belum bersertifikat di Kecamatan Banjarejo 

Kabupaten Blora. 

Dengan demikian, penelitian dengan judul Analisis Yuridis 

Terhadap Sengketa Sertifikat Tanah (Study Kasus Wakaf Pondok 

Salafiyah al-Mu’min di Cantel Kabupaten Sragen) tidak merupakan 

pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada, 

karena dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang pengertian wakaf 

dan sertifikat, kekuatan sertifikat dalam menyelesaikan sengketa dan 

status tanah wakaf yang memiliki sertifikat ganda. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui sengketa sertifikat tanah wakaf Pondok Salafiyah al-

Mu’min di Cantel Kabupaten Sragen. 

2. Mengetahui analisis Yuridis terhadap sengketa sertifikat tanah 

wakaf Pondok Salafiyah al-Mu’min di Cantel Kabupaten Sragen. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

1. Kegunaan teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang 

Hukum Agraria dan Hukum Islam mengenai sengketa sertifikat 

tanah wakaf. 
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2. Kegunaan praktek, dengan penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak 

yang terkait dalam pelaksanaan sengketa sertifikat tanah wakaf. 

 

G. Definisi Operasional 

Untuk mempermudah memahami skripsi ini, maka dalam 

penelitian ini penulis akan menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut: 

1. Analisis Yuridis: Yuridis sendiri berasal dari kata yuris yang berarti 

yang berkaitan dengan hak-hak dan hukum.
17

 Jadi analisis yuridis 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah analisis masalah dengan 

ketentuan hukum, yakni Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 

Tentang Perwakafan Tanah Milik dan Pendapat Para Ulama. 

2. Sengketa Sertifikat Tanah Wakaf: tanah yang telah diwakafkan oleh 

Masngudi pada tahun 1981 untuk dibangun sebuah Pesantren dan 

sengketa sertifikat yang terdapat sertifikat ganda di dalam satu 

petak tanah. Antara sertifikat asli dan sertifikat tidak asli 

(fotocopy) dan ahli waris yang merasa wa>qif tidak pernah 

mewakafkan tanah tersebut.
18

 

                                                             
17 I.P.M. Ranuhandoko, Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia), Cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 

2003), 363. 

18 Evi Fediarti, Wawancara, Sragen, 15 September 2014. 
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Dari definisi operasional di atas yang dimaksud dengan Analisis 

Yuridis Terhadap Sengketa Sertifikat Tanah Wakaf (Studi Kasus  

Pondok Salafiyah al-Mu’min di Cantel Kabupaten Sragen) adalah 

analisis hukum terhadap sengketa sertifikat tanah wakaf yang memiliki 

dua (2) sertifikat. 

 

H. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (field 

research). penelitian lapangan (field research) bermaksud 

mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan 

sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga, dan 

masyarakat.
19

 Alasan kenapa penulis tertarik dengan sengketa ini 

yaitu karena dalam sengketa ini sudah tercantumkan bahwa tanah 

telah diwakafkan dan terdapat bukti yaitu sertifikat wakaf, akan 

tetapi ahli waris merasa bahawa wa>qif tidak pernah mewakafkan 

tanah tersebut dan nadzir yang tidak mengakui bahwa pernah 

dijadikan nadzir dari tanah wakaf tersebut dengan alasan berbeda 

golongan, akan tetapi setelah sengketa terselesaikan nadzir baru 

mengakui bahwa nadzir adalah perintis pertama tanah wakaf 

tersebut. 

 

                                                             
19 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi  Penelitian Sosial  (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2004), 5. 
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2. Sumber Data 

a. Sumber data primer adalah data pokok yang berkaitan dan 

diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sumber data 

primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian 

secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini adalah pihak-

pihak yang berkaitan dengan sengketa sertifikat tanah wakaf 

yakni, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pejabat Pembuat Akta 

Ikrar Wakaf (PPAIW),  penanggungjawab dan pengasuh Pondok 

Salafiyah al-Mu’min di Cantel Kabupaten Sragen. 

b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, 

tidak langsung diperoleh dari subyek penelitian. Atau dapat pula 

didefinisikan sebagai sumber yang dapat memberikan informasi 

atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.
20

 Dalam 

penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah segala 

sesuatu yang memiliki kompetensi dengan masalah yang menjadi 

pokok dalam penelitian ini, baik berupa manusia maupun benda. 

Dengan demikian data sekunder yang relavan dengan judul di atas, 

di antaranya:  

1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria, 

                                                             
20 Marzuki, Metodologi Riset  (Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama Yogyakarta, 2000), 55. 
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3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang 

Perwakafan Tanah Milik, 

4) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang 

Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 Tentang 

Perwakafan Tanah Milik. 

c. Identitas Responden, dalam penelitian ini penulis melibatkan 

beberapa pihak yang bersangkutan dengan sengketa sertifikat 

tanah wakaf untuk diwawancara, berikut beberapa pihak yang 

bersangkutan dan  alasan kenapa penulis melakukan wawancara: 

1) Kepala KUA : dalam sengketa ini pihak KUA yang mana 

mengetahui tentang arsip-arsip tanah wakaf pondok al-

Mu’min. 

2) Ketua BPN: dalam sengketa ini pihak yang mengetahui 

bahwasanya semua sertifikat wakaf milik pondok al-Mu’min 

asli telah diwakafkan oleh wa>qif. 

3) Pengasuh Pondok al-Mu’min: dalam sengketa ini pihak 

pondok yang mengetahui secara detail tentang sengketa 

sertifikat tanah wakaf dari awal terjadinya perwakafan sampai 

terjadi sengketa. 

4) Penanggung jawab pondok al-Mu’min: dalam sengketa ini 

pihak penanggung jawab yang mengetahui selama proses 

peradilan di Pengadilan Agama dan mengetahui tentang 

terjadinya sengketa. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18 
 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan 

standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Cara 

pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua metode, 

yaitu: 

a. Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan salah satu penumpulan data 

dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau 

hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) 

dengan sumber data (responden).
21

 Wawancara ini akan 

digunakan untuk mewawancarai sebagai penanggungjawab 

dan pengasuh Pondok Salafiyah al-Mu’min di Cantel 

Kabupaten Sragen agar diperoleh informasi mandalam 

mengenai sengketa sertifikat tanah wakaf serta Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar 

Wakaf (PPAIW). Cara ini digunakan karena lebih 

memungkinkan penelitian untuk mendeskripsikan informasi 

sebanyak mungkin. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan 

dengan menyeleksi informasi pada hal-hal yang memiliki 

relavansi dengan permasalahan yang diteliti. 

 

 

                                                             
21  Ibid, 68 
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b. Dokumentasi 

Untuk melengkapi data penelitian ini, peneliti akan 

melakukan pengumpulan data dengan metode dokumenter, 

yakni teknik mencari data berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan 

sebagainya.
22

 Dalam studi ini penyusun mencari dan 

mempelajari beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan 

penelitian ini, sebagaimana di Pondok Salafiyah al-Mu’min 

Cantel Kabupaten Sragen. 

c. Observasi  

Suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan 

pengamatan secara langsung dan tidak langsung terhadap 

suatu obyek yang diteliti, dan mengadakan pencatatan secara 

sistematis tentang hal-hal yang diamati.
23

 Observasi ini 

dilakukan untuk mengetahui perilaku atau keadaan 

lingkungan pondok salafiyah al-Mu’min terutama mengenai 

faktor-faktor sengekta sertifikat tanah wakaf. Dengan hasil 

observasi ini, dimaksudkan untuk mempermudah peneliti 

dalam memetakkan pertanyaan kepada pihak-pihak yang 

bersangkutan. 

4. Teknik Pengolahan Data 

                                                             
22 Suharsimi Arikunto, Metode Research II  (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 236. 
23 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), 57. 
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Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data 

ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara 

atau rumus-rumus tertentu.
24

 Tahapan penelitian ini mencakup 

kegiatan organizing, editing dan analizing. 

a. Organizing 

Organizing adalah langkah menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah 

direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan 

gambaran secara jelas tentang sengketa sertifikat tanah wakaf 

Pondok Salafiyah al-Mu’min di Cantel Kabupaten Sragen. 

b. Editing` 

Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang 

dikumpulkan.
25

 Adapun teknik pengolahan data editing dalam 

penelitian ini yaitu memeriksa kembali secara cermat dari segi 

kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian satu 

sama lain, relevansi dan keseragaman data sengketa sertifikat 

tanah wakaf Pondok Salafiyah al-Mu’min di Cantel 

Kabupaten Sragen. 

c. Analizing 

Analizing adalah lanjutan terhadap klasifikasi data, 

sehingga diperoleh kesimpulan mengenai sengketa sertifikat 

                                                             
24 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2002), 89. 
25 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, cet ke 2, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 253. 
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tanah wakaf pondok salafiyah al-Mu’min di Cantel Kabupaten 

Sragen. 

5. Teknik Analisa Data 

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke 

dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode 

analisis deskriptif yaitu proses analisis data dengan maksud 

menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang 

disajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan-

rumusan statistik dan pengukuran. Data yang bersifat kualitatif 

setelah digambarkan dengan kata-kata kemudian dipisahkan 

menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 

pendekatan normatif sosiologi, yaitu suatu kegiatan untuk 

membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan 

obyektif tentang kehidupan sosial kemasyarakatan dengan cara 

mengumpulkan, mengevaluasi, serta mensintesiskan bukti-bukti 

untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang 

kuat.
26

 

Metode pembahasan yang dipakai adalah Pola Pikir 

Deduktif. Pola pikir deduktif merupakan penalaran yang 

                                                             
26

 Sedarmayati dan Syarifuddin Hidayat, Metodologi Penelitian, (Bandung: CV.Manda Maju, 

2002), 22. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22 
 

 

berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah 

diketahui atau diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau 

pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus, yang mana diawali 

dengan pembentukan teori, hipotesis, definisi operasional, 

instrumen dan operasional. Dengan kata lain, untuk memahami 

suatu gejala terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori 

tentang gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian 

lapangan.
27

  

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk mendapatkan gambaran yang mudah dimengerti, maka 

sebelum memasuki materi yang dipermasalahkan, terlebih dahulu 

akan penulis uraikan tentang sistematika penulisan yaitu: 

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan menguraikan 

tentang latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan 

masalah, kajian pustaka, tujan penelitian, kegunaan hasil penelitian, 

definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan. 

Bab kedua, wakaf dan sertifikat menurut Undang-undang, bab 

ini menguraikan tentang tinjauan umum pengertian wakaf, dasar 

hukum, syarat, rukun dan macam-macam wakaf, pendapat-pendapat 

Ulama tentang wakaf dan pengertian sertifikat wakaf, dasar hukum 

                                                             
27 Bakhtiar, Amsal, Filsafat Ilmu, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 50. 
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sertifikat wakaf, tujuan sertifikat wakaf, manfaat sertifikat wakaf dan 

kekuatan sertifikat wakaf. 

Bab ketiga, sengketa sertifikat tanah wakaf Pondok Salafiyah 

al-Mu’min di Cantel Kabupaten Sragen, memuat tentang data hasil 

temuan di lapangan tentang sengketa sertifikat wakaf di Pondok 

Salafiyah al-Mu’min di Cantel Kabupaten Sragen yang tediri dari 

kondisi geografis Pondok Salafiyah al-Mu’min di Cantel Kabupaten 

Sragen, sejarah perwakafan tanah Pondok Salafiyahal-Mu’min di 

Cantel Kabupaten Sragen, latar belakang terjadinya sengketa 

sertifikat wakaf, struktur kepengurusan tanah wakaf, pandangan 

pihak yang bersangkutan. 

Bab keempat, analisis sengketa sertifikat tanah wakaf Pondok 

Salafiyah al-Mu’min di Cantel Kabupaten Sragen, analisis yuridis 

terhadap sengketa sertifikat tanah Pondok Salafiyah al-Mu’min di 

Cantel Kabupaten Sragen, hasil akhir mediasi sengketa sertifikat 

tanah wakaf. 

Bab kelima, penutup, bab ini merupakan bab akhir dari skripsi 

ini yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup. 


